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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT 'fUHA YANG MAHA ESA 

BUPATI LAk Pu 

a. bahwa untuk melt:3.ksa akan ketentuan Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Peraturan emerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajem~n Pe awai Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkl n p rtimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu rrlenet pkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Peruba an Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur No or 42 Tahun 2017 Ten tang Pembentukan Or~anis si dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pem rintah Kabupaten Lampung Timur. I 
1. Undang-Undang I No or 12 Tahun 1999 tentang 

2. 

3. 

Pembentukan Kapupa n Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daera~ Ting at II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II etro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Irldone ia Nomor 3825); 

Undang-Undang I No or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur n Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik ltidone ia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara IRepu lik Indonesia Nomor 5234); 
I Undang-Undang Ncpmor Tahun 2014 tentang Aparatu r Sipil Negara (Lembaran
1 
Neg ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); \ 



4. Undang-Undang No or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N mor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakh r dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembar n Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, T bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ; 

5. Peraturan Pemerinta Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (L mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No or 5887); 

6. Peraturan Pemerinta Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai fgeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indo esia 6037); 

7. Peraturan Menteri D am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri P ndayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 
Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke Dalam Jabatan 
Pelaksana; 

9. Peraturan Menteri D lam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman PemTentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Te nis Daerah; 

10. Peraturan Daerah Ka upaten Lampung Timur Nomor 18 
Tahun 2016 tentang embentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten ampung Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung T mur Tahun 2016 Nomor 18); 

11. Peraturan Bupati La pung Timur Nomor 42 Tahun 201 7 
tentang Pembentuka Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dina pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Timur; 

12. Peraturan Bupati La pung Timur Nomor 08 Tahun 2018 
tentang Perubahan At s Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pela ana Teknis Dinas pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten La 

N: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA AT S PERATURAN BUPATI LAMPUNG 
TIMUR NOMOR 42 TAH N 2017 TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA ERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 



Pasal 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bup ti Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 Ten tang Pembentukan Organisasi d Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lamp g Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor O Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa a Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah K bupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 08) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 109 B diubah sehingg berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 09 B 

( 1) Koordinator Wilayah Bidang Pe Kecamatan adalah unsur 
pelaksana Dinas Pendidikan dan Ke udayaan. 

(2) Koordinator Wilayah Bidang Pe didikan Kecamatan adalah unsur 
pelaksana dipimpin oleh seorang ko rdinator yang berasal dari Pengawas 
Sekolah disamping tugasnya seb gai pejabat fungsional, atau dari 
Pegawai Negeri Sipil lainnya. 

(3) Pengangkatan, pemindahan dan emberhentian Koordinator Wilayah 
Bidang Pendidikan Kecamatan se agaimana dimaksud pada ayat (2), 
diusulkan oleh Kepala Dinas Pe didikan dan Kebudayaan m elalui 
Pejabat yang Berwenang (PyB) unt k mendapatkan persetujuan Pejabat 
Pembina Kepega waian (PPK). 

(4) Berdasarkan persetujuan sebagaim na dimaksud pada ayat (3), Kepa la 
Dinas Pendidikan dan Kebud aan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Ko rdinator Wilayah Bidang Pendidikan 
Kecamatan. 

(5) Koordinator Wilayah Bidang Pe 
dimaksud pada ayat (2) bertanggun 
Kebudayaan. 

Kecamatan sebagaimana 
· awab kepada Dinas Pendidikan dan 

2. Ketentuan Pasal 109 C diubah sehingga erbunyi sebagai berikut: 

(1) Koordinator Wilayah Bidang Pendi ikan Kecamatan mempu nyai tugas melakukan koordinasi layanan ad inistrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. 
(2) Dalam melaksanakan tugas seba aimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bi ang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta Pegawa Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecam tan. 



Pasal I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan gal 03 September 2018 
Agar setiap orang mengetahuinya, mem rintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 3 O{Cto btr 20 18 

SE RETARIS DAERAH 
KABUP TEN LAMPUNG TIMUR, 

Diteta kan di 
pada t nggal 

Sukadana 
3 o~~.er 

B PATI LAMPUNG TIMUR, 

CHUSNUNIA 

2018 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TI UR TAHUN 2018 NOMOR 9Z 


